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KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN SISTEM PEMBUKTIAN

PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kerugian Keuangan Negara

1.

Konsep Keuangan Negara

Istilah “keuangan necgara” merupakan unsur yang paling krusial
dalam pasal dan ayat tertentu yang ada dalam UU Tindak Pidana Korupsi.
Dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi, tim pembela/penaschat
hukum terdakwa mengakui terjadi kerugian, namun mercka berargumen
bahwa kerugian itu bukan kerugian kcuangan negara. Pandangan ini juga
sering terlihat dari dissenting opinion majelis hakim dalam beberapa vonis
perkara tindak pidana korupsi.

Para ahli hukum, baik akademisi, praktisi hukum hingga aparat
penegak hukum masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda tentang
“keuangan negara’. Dalam skripsi ini definisi keuangan negara akan
ditinjau dari sudut pandang Hukum Keuangan Negara dengan
menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang ada.

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD,

keuangan negara pada BUMN dan lainya, sedangkan definisi keuangan
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negara dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang

berwenang mengelola dan mempertanggung jawabkannya® .

Keuangan negara berperan vital dalam perckonomian necgara. Ia
menentukan kelangsungan suatu negara. Dalam merumuskan definisi
keuangan ncgara dapat menggunakan scdikitnya empat pendekatan;
pendekatan dari sisi objek, pendekatan dari sisi subjek, pendekatan dari sisi
proses dan pendekatan dari sisi tujuan’’.

1. Dari sisi objek keuangan negara akan meliputi seluruh hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, didalamnya
termasuk berbagai kebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam
bidang fiskal, moncter dan atau pengelolaan kekayaan ncgara yang
dipisahkan. Selain itu segala scsuatu dapat berupa uang maupun berupa
barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2. Dari sisi subjek yang dimaksud keuangan negara meliputi seluruh objek
secbagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai
oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah,

dan badan lain yang ada kaitanya dengan keuangan negara.

% Adrian Sutedi, Hukum Kevangan Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 10
% Ibid, 11, lihat pula dalam penjetasan atas UL No 17 Tehun 2003 Tentang Keuangan Negara
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3. Dari sisi peoses, keuangan negara mencakup scluruh rangkaian
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek scbagaimana
tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan
keputusan sampai dengan pertanggungjawabanya.

4. Dari sisi tujuan, kcuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan
hubungan hukum vyang berkaitan dengan pemilikan dan/atau
penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan menggunakan formulasi pendekatan diatas, maka Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keungan Negara’ merumuskan

“keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban ncgara yang dapat

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut™"-.

Secara riil yang meliputi keuangan Negara dijabarkan dalam
ketentuan pasal selanjutnya, yakni pasal 2 yang menyebutkan :

‘keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi :
a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan

uang, dan melakukan pinjaman :
b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
C. penerimaan negara

%' YU No 17 Tahun 2003 selanjutnya oleh penulis disebut dengan UU Keuangan Negara
92 pasal 1 angka ] Undanz-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
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pengeluaran negara

penerimaan daerah

pengeluaran daerah

kekayaan negara/atau dacrah yang dikelola sendiri atau dikelola

oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta

hak-hak lain yang dapat dinilai decngan uang, termasuk kekayaan

yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah

h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pcmerintah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum

i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas

yang diberikan pemerintah.

w® ™0 o

Sementara itu konsep kcuangan Negara menurut UU No. 31 tahun
1999 scbagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, dalam Penjclasannya
merumuskan’:

“keuangan negara adalah scluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,
yang dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan
segala hak kewajiban yang timbul karena :

a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban
pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di dacrah;

b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban
bumn/bumd, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang
menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan
modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”

Sehingga secara konseptual definisi keuangan negara bersifat
elastis dan tergantung pada sudut pandang. Dengan demikian apabila
berbicara keuangan negara dari sudut pandang pemerintah yang dimaksud

keuangan negara adalah APBN dan BUMN. Sementara itu, maksud

% Lihat penjelasan atas UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20
tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
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keuangan negara dari sudut pemerintah daerah adalah APBD dan BUMD.
Berdasarkan konsepsi hukum keuangan negara, definisi kevangan negara
dalam arti luas meliputi APBN, APBD, BUMN dan BUMD. Sedangkan
definisi kecuangan negara dalam arti sempit hanya meliputi setiap badan
hukum yang berwenang mengelola dan mempert anggungjawabkanya“.
2. Kerugian Keuangan Negara Menurut UU Perbendaharaan Negara

Kerugian negara bukanlah kerugian dalam pengertian di dunia
perniagaan, melainkan swatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan
melawan hukum. Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap,
yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana
akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana akan masuk pada kas negara
kerugian bisa terjadi melalui; konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi
pengembalian kerugian negara dan penyelundupan. Sedangkan pada tahap
dana akan keluar dari kas negara, kerugian bisa terjadi melalui; mark up,
korupsi pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan lain-
lain.

Undang-Undang No.l Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
memberikan definisi tentang “kerugian” dalam konteks kerugian

negara/daerah. Definisi tersebut dapat kita jumpai dalam ketentuan pasal 1

%4 Adrian Sutedi, Hukrm Kensagen Negara, 16
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ayat 22 yang berbunyi®: “kerugian negara adalah kerugian uang, surat
berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Penjelasan tentang “nyata dan pasti jumlahnya” yang ada pada
ketentuan pasal diatas dalam penjelasan atas undang-undang tersebut
adalah “cukup jelas”. Para praktisi menafsirkan “nyata dan pasti” sebagai
sesuatu yang benar-benar dikeluarkan atau terjadi. Dalam lingkup Undang-
Undang Perbendaharaan Negara tafsiran ini tepat. Misalnya kekurangan
uang, surat berharga dan barang%.

Penjelasan lebih lanjut perihal kerugian keuangan negara, menurut
petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan seperti yang dikutip oleh
Theodorus M. Tuanakotta’’, “makna “kerugian” keuangan negara dalam
arti kerugian negara menurut petunjuk BPK adalah berkurangnya kekayaan
negara yang disebabkan sesuatu tindakan yang melanggar hukum/kelalian
sesecorang dan/atau cisebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar
kemampuan manusia (force majeure)”.

Kiranya yang perlu dicermati dalam petunjuk BPK diatas, terdapat

dua hal yang menarik untuk dibahas, pertama definisi kerugian keuangan

% Lihat pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharan Negara

% Theodorus M. Tuanakotta, Menghitung Kerugian Kevangan Negara Dalam Tindak Pidana
Korupsi, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 80

% Ibid, 81
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negara scbagai berkurangnya asset. Ini sejalan dengan definisi makna
kerugian dalam ilmu Ekonomi. Kedua, pemahaman bahwa besarnya
kerugian keuangan negara tidak boleh ditetapkan dengan dikira-kira atau
ditaksir. Ini merupakan pemaknaan yang tepat dari istilah “nyata dan pasti
jumlahnya’.
. Kerugian Keuvangan Negara Menurut UU Tindak Pidana Korupsi
Dalam UU Tindak Pidana Korupsi hanya terdapat dua pasal yang
berkaitan dengan unsur merugikan keuangan negara. Namun, walaupun
hanya tcrdapat dua pasal saja, pasal tersebut sangatlah ampuh dipakai olech
penyidik dan penuntut umum KPK dalam menjerat pelaku tindak pidana
korupsi. Para praktisi hukum sering menyebut pasal tersebut dengan
sebutan “pasal sapu jagat” dan “pasal pamungkas”.
Pasal yang dimaksud adalah pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana
Korupsi, yang berbunyi :
Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana
penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atav suvatu korporasi, menyalahgorakan kewenangan, kesempatan



58

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perckonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Atas ketentuan tersebut, UU ini memberikan penjelasan sebagai
berikut :

Pasal 2
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sccara melawan hukum” dalam Pasal ini
mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti
materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan
perudang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela
karena tidak sesuai dengan rasa kecadilan atau norma-norma kchidupan
sosial dalam masyarakat, maka perbuatan terscbut dapat dipidana. Dalam
ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau
perekonomian negara® menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi
merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan
dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan
timbulnya akibat.

Ayai (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini
dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila
tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya
sesuai dengan undang-undang yang bcrlaku, pada waktu terjadi bencana
alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu
negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pasal 3
Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal
2.

Perumnusan dalam pasal-pasal diatas berkenaan dengan kerugian
keuangan dan perekonomian negara sangat tegas. Perumusanya

menggunakan frasa “dapat”, artinya kerugian keuangan negara bisa sudah
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terjadi, atau mempunyai potensi terjadi. Perumusan ini serupa dengan
perumusan dalam petunjuk Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) sebagaimana yang dikutip oleh Theodorus M.
Tuanakotta’, “dalam tindak pidana korupsi “makna “kerugian” keuangan
ncgara dalam arti kerugian ncgara menurut petunjuk BPK adalah;
berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan sesuatu tindakan yang
melanggar hukum/kelalian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan
diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force majeure)”.

Para pakar Hukum Pidana berbeda pendapat® tentang penafsiran
kata “dapat” yang ada dalam pasal tersebut. Berikut pendapat para pakar
Hukum Pidana :

1. Andi Hamzah
Ahli dapat menerima kata “dapat merugikan keuangan ncgara atau
perekonomian negara” dalam rumusan pasal-pasal undang-undang a
guo asalkan dalam proses pembuktian masing-masing pihak dapat
mengajukan Akuntan atau Ahli. Apabila hakim masih ragu atas
keterangan Akuntan atau Ahli yang diajukan oleh masing-masing
pihak, maka atas pertimbangan sendiri hakim dapat memerintahkan

dihadirkannya Akuntan atau Ahli ketiga. Jika setelah dihadirkan

% Ibid, 81

% Pendapat yang disampaikan oleh Para Pakar tersebut, disampaikan pada saat Sidang Uji Materi
penjelasan atas Pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah
Konstitusi, lihat pula dalam Putusan Mahkamah Kcnstitusi Norzor 003/PUU-TV/2005



60

Akuntan atau Ahli ketiga pun hakim tetap ragu, maka hakim harus
memutus bebas (in dubio prorco).
2. Erman Rajagukguk
Kata "dapat" baru asumsi, "dapat merugikan keuangan negara", belum
tentu terjadi. Perbuatan yang bisa dihukum adalah perbuatan yang pasti
sudah terjadi; Dcfinisi "kerugian negara" yang menciptakan kepastian
hukum, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Pasal 1 ayat (22), "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan
uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Romli Atmasasmita
Kata “dapat” tersebut masih relevan dengan perkembangan situasi
Negara Republik Indonesia saat ini, di mana beberapa pejabat
pemerintahan memperlihatkan resistensi yang tinggi terhadap
pemberantasan korupsi.
Atas perbedaan pendapat diatas Mahkamah Konstitusi memberikan
penjelasan kata “dapat” yang ada dalam kedua pasal diatas, melalui
putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi berpendapat

berkenaan dengan frasa “dapat”, bahwa'® :

1% jihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006
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Kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala
besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan
yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika
satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan
sccara akurat, namun kerugian tclah terjadi, akan berakibat pada terbukti
tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong
antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan
dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak
dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan
yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian ncgara dapat
terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku,
sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang
lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (wederrechtelijk)
telah terbukti. Karena, tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-
undang a quo sebagai delik formil. Dengan demikian, kategori tindak
pidana korupsi digolongkan scbagai delik formil, di mana unsur-unsur
perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materil, yang
mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus
telah terjadi. Kata “dapat” sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau
perckonomian negara”, dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata
“dapat” yang mendahului frasa “membahayakan keamanan orang atau
barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”, scbagaimana
termuat dalam Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti, kalau
unsur perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat
terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak
perlu harus telah nyata terjadi.

Jelaslah sudah bahwa kata “dapat” sebelum frase “merugikan
keuangan negara atau perckonomian negara’, tersebut memiliki makna
tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, di mana unsur-
unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materil, yang
mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus

telah terjadi'®’.

191 Dioko Sumarvanto, Pembalikan Beban Pembuktian, 9
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B. Rumusan Delik Korupsi

Pada umumnya rumusan suatu delik dalam undang-undang dimulai
dengan subyek atau pelaku delik yang dirumuskan itu sebagian besar
menggunakan redaksi “barang siapa”. Seperti pada pasal 338 KUHP “barang
siapa dcngan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Hal ini
menandakan bahwa yang menjadi subyek dari delik tersebut ialah “siapapun”.
Kalau menurut KUHP yang menjadi subyek dari delik adalah hanya manusia
karena redaksi “barang siapa” itu menandakan manusia bukan badan hukum.

Hal ini akan berbeda, dalam undang-undang pidana khusus seperti
undang-undang tindak pidana korupsi, yaitu badan hukum atau korporasi juga
menjadi subyek delik. Seperti pada pasal 2 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999 ;
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah).

Dalam Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi subyek atau pelaku

yang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana korupsi meliputi'®%:

12 Sidik Sunaryo, K-nia Seletrz Sistem Por2dilz Pidana, (Malang : UMM Perss, 2004), 242
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1) Subyek manusia

2)

Manusia berarti dia adalah orang, laki — laki atau wanita bukan
binatang. Subyek manusia bisaanya dirumuskan dengan kata-kata “barang
siapa”, atau “setiap orang”. Seperti halnya dalam pasal 2, 3, 16 dan
seterusnya UU No 30 Tahun 1999. Sctiap orang yang dimaksud ialah
bukan mengarah pada jabatan atau sescorang.

Subyek korporasi

Yang dimaksudkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau
kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan
badan hukum (pasal 1 ayat 1 UU No 31 Tahun 1999) jadi pada ayat ! ini
terdiri dari dua kelompok subyek.

Pertama adalah kumpulan orang yang terorgainsasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Contoh;
orgnanisasi kemasyarakatan yyang bergerak dibidang politik seperti partai
politik. Partai politik adalah organisasi yang terdiri dari kumpulan orang
yang memiliki cita-cita tertentu, dengan mempunyai ketua, sekretaris dan
bendahara.

Kedua adalah kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum. Contoh yayasan; adalah kumpulan
dari harta benda atau kekayaan yang disisihkan untuk tujuan tertentu,

misalnya tujuan social, budaya, pendidikan dll.



64

3) Subyck pegawai ncgeri
Pegawai necgeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah.
Pengertian pegawai negeri dalam undang-undag No 31 Tahun 1999,
adalah sebagai berikut :
a) Pegawai ncgeri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang
kepegawaian.
b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP pasal 92
¢) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau
dacrah. Misalnya karyawan dari secbuah BUMN, karyawan dari
BUMD,dII
d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu koprasi yang
mencrima bantuan dari keuangan Negara atau daerah
e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat
4) Subyek setiap orang
Yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang

perseoranagan (individu-individu), atau termasuk korporasi
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C. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi
1. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia
Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mencrapkan
kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya, bukan scmata-mata mencari
kesalahan-kesalahan seseorang. Walaupun pada praktiknya kebenaran
absolut tidak akan pernah dicapai. Tetapi dengan penclitian serta dengan
ketekunan dengan mempergunakan bukti yang ada, paling tidak akan
mencapai suatu kebenaran yang dipercaya.
Dalam rangka menerapkan pembuktian dalam hukum pidana
Indonesia dikenal adanya beberapa teori hukum pembuktian. Menurut Andi
Hamzah, sccara teoritik dikenal 4 (ecmpat) teori tentang pembuktian, yaitu
berupa'"”
a. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif
Teori ini berpendapat bahwa sistem pembuktian hanya
berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan saja. Artinya jika
telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut
oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama
sekali. Dengan kata lain hakim tidak memiliki kewenangan untuk
menilai alat bukti sebagai penunjang fakta hukum yang ada dalam

persidangan. Teori ini discbut juga dengan pembuktian formal.
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Menurut Simons scperti yang dikutip olech Andi Hamzah'™
“sistem atau teori ini berusaha untuk menyingkirkan sumua
pertimbangan subycktif hakim, dan mengikat hakim sccara ketat
menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.
Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu
Teori pembuktian ini memberikan kesempatan seutuhnya
kepada hakim dalam menilai fakta-fakta hukum dalam persidangan dan
mengenyampingkan peraturan perundang-undangan. Kescmpatan hakim
yang terlalu besar dalam menilai fakta hukum membuat lemahnya sistem
pengawasan terhadap para hakim dalam memeriksa perkara. Sistem
pembuktian yang demikian pernah dianut di Indonesia. Seperti

pendapatnya Andi Hamzah'® «

pengadilan adat dan swapraja pun
memakai sistem keyakinan hakim melulu selaras dengan kenyataan
bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang
bukan ahli (berpendidikan hukum). Sebagai contoh keterangan medium
atau dukun di pergunakan hakim dalam memutus perkara.

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis

Menurut teori ini, hakim adapat memutus perkara berdasarkan:

keyakinannya, keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian

1% mid, 251
195 1bid, 252
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disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan pada peraturan
pembuktian tertentu. Dalam perkembangannya, teori ini terpecah
menjadi dua aliran, perfama, pembuktian berdasrkan keyakinan hakim
atas alasan yang logis, seperti yang discbutkan diatas. Kedva;
pembuktian berdasarkan undang-undang sccara negatif.
d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

Teori ini merupakan pecahan dari teori pembuktian berdasarkan
keyakinan hakim atas alasan yang logis. Seperti yang diuraikan diatas
bahwa, teori ini membatasi hakim dalam memtus perkara untuk tidak
mengenyampingkan aturan pembuktian dalam undang-undang.
Maksudnya adalah membatasi hakim dalam tingkat subyektifitasnya,
agar putusan hakim benar-benar objektif.

Menurut Martiman Prodjohamidjojom(’

Perkataan “negatif”
dipakai oleh karena adanya alat-alat bukti yang disebut juga dalam
undang-undang. Hal ini belum berarti hakim mesti menjatuhkan pidana.
Hal ini tergantung pada keyakinan hakim atas kebenaran.

Dari empat teori pembuktian yang diuraikan diatas, yang dianut
oleh hukum acara pidana Indonesia baik secara tcori maupun praktik

peradilan terdapat 2 (dua) teori yang dianut. Berikut kami paparkan

penjelasannya :

16 Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 20
Tahun 2001), (Bandung: Mandar Maju, 2009), 83
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a. Menganut Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara
negatif
Sebelum KUHAP disahkan pada tanggal 31 Desember 1981
dalam peraturan perundang-undangan Indonesia melalui UU No 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
aparat pencgak hukum dalam beracara pada peradilan pidana
berpedoman pada Herzine Indonesisch Reglement (HIR). Dalam hal
aturan pembuktian diatur dalam pasal 294 ayat (1) HIR menycbutkan
bahwa; “Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika
hakim tidak mendapat keyakinan dengan upaya bukti menurut undang-
undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa
pesakitan salah melakukan perbuatan itu”.
Kemudian sesudah KUHAP ditetapkan menjadi pedoman pokok
dalam beracara pada peradilan pidana melalui UU No. 31 Tahun 1981,
bunyi pasal 294 ayat (1) tersebut selanjutnya diserap dalam UU No. 31
Tahun 1981, dan diletakkan dala;n pasal 183 KUHAP, yang
menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
seorang kecua\li’ apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah ia memperolch keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.
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Rumusan pasal 183 KUHAP dapat dinilai lebih sempurna,
karena telah menentukan batas yang lebih tegas bagi hakim dalam
usaha membuktikan kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan pidana.
Lebih tegas karena ditentukan batas minimum pembuktian yakni harus
menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dari yang
disebutkan undang-undang. Sedangkan dalam pasal 294 ayat (2) HIR
syarat setidak-tidaknya dengan alat bukti sebagaimana disebutkan
dalam pasakl 183 KUHAP tidak disebutkan secara tegas.

Berangkat dari titik tolak pasal 183 KUHAP ini, kriteria
menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim haruslah
memperhatikan aspek-aspek berikut ini. Pertama, kesalahan terdakwa
haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
Kedua, bahwa atas dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperolch
keyakinan bahwa tindak pidana memang benar-benar terjadi dan
terdakwalah pelakunya.

. Menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif

Aspek “keyakinan hakim” yang termuat dalam pasal 183
KUHAP dalam praktiknya tidak diterapkan secara limitatif. Apabila
dalam suatu putusan hakim pada amar putusanya tidak mencantumkan

rumusan keyakinanya yang berupa “secara sah dan meyakinkan”,
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kelalaian tersebut tidak menyebabkan putusan tersebut batal demi
hukum.

Semestinya, apabila kita konsekuen menggunakan tcori
berdasarkan undang-undang secara negatif, jika tidak mencantumkan
kata “secara sah dan meyakinkan”, maka putusan tersebut batal demi
hukum. Pada praktiknya dalam tingkat banding atau kasasi hanya akan
diperbaiki dengan menambahkan kata-kata “secara sah dan
meyakinkan” dalam amar putusanya '*’.

2. Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Delik korupsi adalah sebagaimana delik pada umumnya dilakukan
dengan berbagai macam modus operandi penyimpangan keuangan negara.
Sehingga banyak perkara-perkara korupsi lolos dari “jaringan” pembuktian
sistem KUHAP. Karena itu pembentuk UU Tindak Pidana Korupsi
membuat formulasi baru tentang pembuktian tindak pidana korupsi.

Dalam UU Tindak Pidana Korupsi diterapkan 2 (dua) sistem
pembuktian sekaligus, yakni sistem UU Tindak Pidana Korupsi sekaligus
sistem KUHAP. Kedua sistem tersebut menerapkan hukum pembuktian

dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat

197 Sebagai contoh atas praktik tersebut dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung RI No 664
K/ Pid/ 1986 tanzral 29 November 1990.
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terbatas dan berimbang dan dengan menggunakan sistem pembuktian
negatif menurut undang-undangms.

Dalam penjelasan atas UU No. 31 Tahun 1999, discbutkan
pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa
mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak
pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang scluruh harta
bendanya, harta benda isterinya atau suami, anak, dan harta benda setiap
orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara
yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk
membuktikan dakwaanya.

Gambaran sistem pembuktian terbalik dalam hukum pembuktian
pidana korupsi, dapat kita jumpai dalam norma pasal 12 B ayat 1 huruf (a)
dan (b), pasal 37, pasal 37 A dan pasal 38 B UU Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12 B ayat 1 huruf (a) dan (b)

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai megeri atau penyelenggara negara
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap
dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

pembuktian bahwa gratifikasi terscbut suap dilakukan oleh penuntut
umum.

108 3 # 3rtiman Prodjohamidjojc, Penerapan Pembuktian Terbalik Drlara Delik Korupsi, 86
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Pasal 37
Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak
melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan
tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh

pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak
terbukti.

Pasal 37 A
Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta
bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap
orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan
perkara yang didakwakan.
Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang
tidak seimbang demgan penghasilannya atau sumber penambahan
kckayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa
terdakwa telah melakukan tindak pidana kerupsi.
Kctentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal
16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dan Pasal S sampai dengan Pasal 12 Undang-
undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk
membuktikan dakwaannya.

Pasal 38 B
Seciiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi
sebagaimana c¢imaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal
14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai
dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya
terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga
diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak
pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari
tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau
sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
Tuntutan perampasan harta benda scbagaimana dimaksud dalam ayat
(2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya
pada rerkera pokok.
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4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada
saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat
diulangi pada memori banding dan memori kasasi.

5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa
pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4).

6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala
tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta
benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak
oleh hakim.

Subtansi pembuktian yang ada dalam ketentuan pasal tersebut
mengacu pada objek yang harus di buktikan pada tindak pidana yang
didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana yang dirumuskan dalam
surat dakwaanya, rincianya adalah sebagai berikut:

a. Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembuktian terbalik dalam
hukum acara pidana korupsi

b. Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan pasal 38 B merupakan ketentuan
mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktianta
menggunakan sistem pumbuktian terbalik.

Dengan demikian, tindak pidana yang didakwakan merupakan aspek
pokok yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa
atau penasihat hukumnya. Tegasnya dalam tindak pidana korupsi ada
unsur-unsur delik yang harus dibuktikan secara bersamaan. Unsur delik

yang berupa perbuatan dan unsur yang melekat pada perbuatan, objek

pembuktian dan diri pelaku adalah unsur yang harus dibuktikan, untuk
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menentukan apakah terbukti atau tidaknya delik yang didakwakan kepada
terdakwa.

Pasal 37 ayat (1) yang mewajibkan terdakwa untuk memberikan
ketcrangan tentrang seluruh harta bendanya yang diduga ada hubunganya
dengan tindak pidana yang didakwakan. Ketentuan tersebut mengandung
makna bahwa :

a. Harta benda terdakwa dapat didakwakan dalam surat dakwaan,
disamping mendakwakan tindak pidana korupsi

b. Terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta benda
tersebut adalah harta benda yang halal.

Misalnya, terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum melakukan
tindak pidana korupsi dengan bentuk dakwaan secara berlapis. Yaitu dalam
dakwaan primer melanggar pasal 2 ayat (1) sub b jo pasal 18 ayat | huruf a,
b, ayat (2), (3) UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, jo pasal 55
ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat I KUHP. Kemudian subsider melanggar pasal 3
UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo
pasal 64 ayat | KUHP. Atas dakwaan tersebut jaksa penuntut umum akan
membuktikan dakwaan tersebut dari mulai dakwaan primer. Apabila
dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subside tidak perlu
dibuktikan lagi. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan primer tidak

terbukti maka jaksa penuntut uraum akan membuktikan dakwaan subsider.



Menurut Adami Chazawi'® sistem pembuktian terbalik hanya dapat
digunakan pada :

a. Pada korupsi suap penerima gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih.
Pembuktian terbalik pada korupsi suap menerima gratifikasi, dimana
terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan
korupsi menerima gratifikasi, dapat disebut dengan sistem pembuktian
terbalik murni. Karena objek yang wajib dibuktikan terdakwa adalah
langsung pada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam
perkara pokok, yang berakibat langsung pada pembcbasan atau
pemidanaan terdakwa.

b. Pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Kewajiban
terdakwa membuktiakn sebaliknya terhadap bukan pada unsur-unsur
tindak pidana yang didakwakan. Akibat hukum dari berhasi atau tidak
berhasil terdakwa membuktikan harta benda terdakwa diperoleh dari
korupsi atau secara halal, tidak monentukan dipidana ataukah
dibebaskan terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara
pokok. Melainkan hanya sekedar untuk dapat menjatuhkan pidana
perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan

hartanya diperoleh secara halal. Atau sebaliknya untuk tidak

109 Adami Chazawi, Hukur Pembukti»n Tindak Pidana Korupsi 74-76



76

menjatuhkan pidana perampasan barang apabila terdakwa berhasil
membuktikan harta bendanya diperoleh secara halal.

Apabila jaksa penuntut umum berhasil membuktikan kesalahan
terdakwa, maka hakim akan menvatakan dakwaan telah terbukti dan
terdakwa dijatuhi pidana. Akan tetapi, apabila menurut hakim terdakwa
berhasil membuktikan ketidakbersalahannya, maka pembuktian tersebut
akan dipergunakan hakim untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti,
schingga terdakwa harus diputus bebas''°.

Pararel dengan kontcks diatas, begitu pula dalam hal pembuktian
tcrhadap harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yang diduga
berasal dari tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa tidak dapat
membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana
korupsi dan hakim berwenang memutus seluruh atau sebagaian harta benda
dirampas untuk negara '''.

3. Alat Bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi
Salah satu aspek pembuktian yang menentukan hakim dalam
menilai seluruh rangkaian pembuktian adalah alat bukti. Alat bukti dalam

Hukum Acara Pidana diatur lebih lanjut dalam KUHAP. Alat bukti adalah

segala sesuatu yang ada hubunganya dengan suatu perbuatan, dimana

101 ihat ketentuan pasal 37 UU Tindak Pidana Korupsi
! | ihat ketentuan pasal 38 ayat 2 UU Tiandak Pidana Forupsi.
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dengan alat-alat bukti terscbut, dapat dipergunakan sebagai bahan
pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya
suatu tindak pidana yang tclah dilakukan oleh terdakwa''2. Alat bukti dapat
diajukan olech penuntut umum maupun terdakwa dalam persidangan.
Penuntut umum mengajukan alat bukti dalam persidangan bertujuan untuk
membuktikan dakwaanya. Scmentara terdakwa dalam mengajukan alat
bukti pada persidangan bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang
didakwakan olch penuntut umum adalah tidak benar.

Berikut ini akan kami uraikan penjelasan tentang alat bukti menurut

pasal 184 KUHAP :

1. Keterangan saksi
Kcterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara
pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa
pidana yang ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan
menyebut alasan dan pengetahuannya itu'®. Sedangkan saksi sendiri
adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang

ia dengar sendiri, ia Iihat sendiri dan ia alami sendiri 14 Pada umumnya

Y2 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalsm Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia,
(Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), 23

113 pasal 1 angka 27 KUHAP
114 paagl 1 angka 26 KUHAP
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semua orang dapat menjadi saksi. Namun ada beberapa orang yang tidak
diperbolehkan untuk menajdi saksi, sebagaimana yang tercantum dalam

ketentuan pasal 186 KUHAP :

a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau
ke bawah sarnpai derajat ketiga dari terdakwa atau yang

bersama-sama sebagai terdakwa.

b. saudara dan terdakwa atau yang bérsama-sama sebagal
terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mecrcka yang
mcmpunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak
saudara terdakwa sampal derajat ketiga

c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang

bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 160 ayat 3 KUHAP menambahkan persyaratan keterangan
saksi akan dianggap sebagai keterangan saksi yang sah dipc:rsidaulganll5
apabila ia sebelum memberikan keterangan diambil sumpah terlebih
dahulu oleh majelis hakim''®. Apabila saksi tidak berkenan untuk

disumpah, maka keterangan yang diberikan di persidangan diahggap

115 pasal 185 ayat 1 KUHAP menyebutkan “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang
saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

16 pasal 160 ayat 3 KUHAP menyebutkan “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib
mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan
memberilian keterangan yano sebenarnya dan tidak lain daripada yarg sebenarnya”
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sebagai keterangan tambahan ''’.Sementara itu pasal 185 ayat 2
mencntukan saksi yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak

minimal 2 (dua) orang saksi '"*.

2. Ketcrangan ahli
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pcmcril{.ﬁ»‘aan”9 .
Sama dengan ketentuan saksi dalam memberikan keterangan di
persidangan, ahli sebclum memberikan keterangan wajib untuk

, T .. 43
bersumpak didepan majclis hakim '“

. Apabila ahli tidak dapat hadir
dalam persidangan dengan alasan yang sah menurut undang-undang,

maka ahli dapat memberikan keterangannya di depan penyidik dan

sebelumnya diambil sumpah oleh penyidik terlebih dahulu. Keterangan

17 pasal 185 ayat 7 KUHAP menyebutkan “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun
sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai
dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah
yang lain”

18 pasal 185 ayat 2 KUHAP menyebutkan “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk
membukiikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

19 pasal 1 angka 28 KUHAP

120 Lihat ketentuan pasal 179 ayat 2 KUHAP menycbutkan “Semua ketentuan tersebut di atas
untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa
mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangar yang sebaik-baiknya dan
yang schenarny'a 1aexrwtt pengetahian dalem bidang keahliannya”
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yang diberikan tersebut nilainya sama dengan keteran gan ahli yang
diberikan didepan persidangan'z'.
3. Surat

Qurat adalah segala sesuatu vang memuat tanda-tanda bacaan
yang dimaksudkar untuk mencurahkan isi hati atau untuk
menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan scbagai bahan
pembuktian. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-
tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, tetapi tidak

mengandung buah pikiran tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti

122

surat' “. Pasal 187 KUHAP memberikan penjelasan tentang macam-

macam surat yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam
persidangan. Adalah sebagai berikut :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas
sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya,
yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan
alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang
termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan
yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu
keadaan,;

12 [ ihat ketentuan pasal 120 KUHAP

122 Alfi‘ra, Hukez Pombuktian Nalam Perecora Pidana, 86
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c. surat keterangan dari scorang ahli yang memuat pendapat
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu
keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan
isi dari alat pcmbuktian yang lain.

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kcjadian atau kcadaan, yang karena
perscsuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak
pidana dan siapa pelakunya'” . Menurut Adami Chazawi'**:
Alat bukti petunjuk adalah berupa pemikiran atau pendapat hakim yang
dibentuk dari hubungan atau perscsuaian alat bukti yang ada dan
dipergunakan dalam sidang. Oleh karena itu pasal 188 ayat 31
mengingatkan hakim agar dalam menilai kekuatan alat bukti petunjuk
dalam setiap keadaan tertentu harus dilakukan dengan arif dan biiaksana,
setelah hakim memeriksa dengan cermat dan seksama yang didasarkan
hati nuraninya.

Lebih lanjut dalam pasal 188 ayat 2 disebutkan: Petunjuk
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;
a. keterangan saksi;

b. surat;

c. keterangan terdakwa.

123 pasal 188 ayat 1 KUHAP
124 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , 49

125 pasal 188 ayat 3 menyebutkan “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam
setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan
pemeriksaan dergan senuk kecermaten dan Lesaksama.a terdacarkan hati nuraninya”.
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5. Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di
sidang tcntang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia kctahui sendiri
atau alami sendiri'?® Tidak semua keterangan terdakwa mengandung
nilai pembuktian. Dari ketentuan pasal 189 KUHAP didapatkan syarat-
syarat yang harus dipenuhi agar keterangan terdakwa mengandung nilai
pembuktian, ialah'?’ :
a. Keterangan terdakwa haruslah dinyatakan di muka sidang
pengadilan
b. Isi keterangan terdakwa harus mengenai 3 (tiga) hal. Yaitu
perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang dikctahuinya
sendiri, kejadian yang dialaminya sendiri.
c. Nilai keterangan terdakwa hanya berlaku sebagai bukti untuk
dirinya sendiri
d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,

melainkan harus disertal dengan alat bukti yang lain.

126 pasal 189 ayat 1 KUHAP

127 Ademi Chazawi, Hukum Pembuktian Tiz-dek Pidena Korupsi, 60
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Dalam perkara tindak pidana korupsi dengan berlakunya UU No. 20
tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat tambahan untuk alat bukti
petunjuk seperti yang diatur dalam pasal 26 A, yaitu :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam
pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga diperolch :

a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim,
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau
yvang serupa dengan itu ; dan

b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat
dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan
atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas,
benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terckam sccara
clektronik, yang berupa tulisan surat, gambar, peta, rancangan, foto,
huruf, tanda, angka , atau perforasi yang memiliki makna.

Dengan demikian, pada tindak pidana korupsi alat bukti yang
dipergunakan dalam persidangan untuk membuktikan terdakwa melakukan
tindak pidana korupsi tidak hanya berpedoman pada ketentuan pasal 184
KUHAP saja, melainkan juga pada ketentuan pasal 26 A UU Tindak
Pidana Korupsi. Sehingga, hakim dalam memutus perkara tindak pidana
korupsi dapat mempertimbangkan macam-macam alat bukti yang ada

dalam KUHAP maupun UU Tindak Pidana Korupsi yang diajukan oleh

penuntut umum.



